PUTUSAN
Nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentupada tingkat pertama, dalam persidanganHakim Majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lintas
Bagansiapiapi RT. 003 RW. 001, Kepenghuluan
PENGHULU, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten
Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh
Tani, tempat tinggal di Jalan Lintas bantaian RT. 005
RW. 003, Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan Batu
Hampar, KabupatenRokan Hilir, selanjutnyadisebut
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membacadan mempelajarberkas perkaradan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengarketeranganPenggugatdan Tergugat serta Saksi-Saksi
Penggugat;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26
Januari 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung
Tanjung di bawah register nomor 0052/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 26 Januari
2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-
dalil yang telah ditambah dan diperbaiki secara lisan di persidangan, pada
pokoknya sebagai berikut:
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Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten
Rokan Hilir, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
099/18/V/2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rimba Melintang,
Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 21 Mei 2010;

Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

Bahwa setelah akad nikah Penggugatdan Tergugat hidup bersama

sebagai suami istri dengan bertempattinggal di rumah orang tua
Penggugat di Kepenghuluan PENGHULU, Kecamatan Rimba Melintang,
Kabupaten Rokan Hilir selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat
tinggal di rumah orang tua Tergugat di KepenghuluanPENGHULU,
Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak bernama Nabila Sarah binti Badi, lahir tanggal 27 Maret
2012;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula

berjalan rukun dan baik, akan tetapisejak bulan Juni 2015 antara
Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi;

Bahwa perselisihandan pertengkaranPenggugat dengan Tergugat
disebabkan karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas,
sehingga Tergugat menuduh Penggugat menyimpan laki-laki lain di rumah
kediaman bersama. Pada sore hari di awal bulan Juni 2015 Penggugat dan
Tergugat bertengkar karena Tergugat merasa curiga kepada Penggugat
yang berdandan rapi, dan ketika malam harinya Tergugat bilang kepada
Penggugat, “jangan-jangan kau menyimpan laki-laki lain di dalam rumah
saat aku tidur malam, dan karena aku tidur, maka aku tidak merasa ada

orang lain”;
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Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada tanggal 30 Juli 2015, dimana waktu itu Penggugat mengajak
Tergugat jalan ke rumah orang tua Penggugat, namun Tergugat tidak mau
ikut pergi, kemudian Penggugat pergi bersama anak Penggugat dengan
Tergugat, pada soréharinya Penggugapulangdari rumah orang tua
Penggugat tanpa membawa anak Penggugat dengan Tergugat, karena itu
Tergugat tidak terima, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat
bertengkar;

Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah
orang tua Penggugat di Kepenghuluan PENGHULU, sedangkan Tergugat
tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan PENGHULU,
hal ini sudah berlangsung selama 6 bulan;

Bahwa setelah berpisah rumah, Tergugat pernah 2 (dua) kali datang ke
rumah orang tua Penggugat untuk berdamai, akan tetapi Penggugat sudah
tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas,
Penggugat sudah tidak memilikiharapan akan dapat rukun kembali

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa
yang akan datang, dengan demikian,gugatancerai Penggugattelah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalidi atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini
dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan
putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

. Mengabulkan gugatan Penggugat;
. Menjatuhkantalak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
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Subsider :
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang
menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan
Tergugat telah hadir di persidangan secara in person, kecuali pada tahap
pembuktianlanjutanPenggugatdan kesimpulanpemeriksaanperkara ini,

Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di depan persidangan, dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan
ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari atas suatu alasan hukum;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim telah berupayasecara maksimal
mendamaikanPenggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi
mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai
karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama
Ujung Tanjung menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat
juga tidak merasa keberatan jika bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor
0052/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 15 Februari 2016, terhadap Penggugat dan
Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator, dan dari hasil proses
mediasi tersebut yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Februari
2016 dan hari Senin tanggal 29 Februari 2016, dinyatakan gagal mencapai
kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh
Hakim Mediator Bainar Ritonga, S.Ag. tertanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangantanggal 29 Februari 2016
dibacakanlah surat gugatan Penggugat a quo yang isi dan dalil-dalilnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan dan penambahan pada posita
gugatan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menambah dan memperbaiki poin gugatan angka 7,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
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“ Bahwa perselisihandan pertengkaranPenggugatdengan Tergugat
disebabkan karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas,
sehingga Tergugat menuduh Penggugat menyimpan laki-laki lain di rumah
kediaman bersama. Pada sore hari di awal bulan Juni 2015 Penggugat dan
Tergugat bertengkar karena Tergugat merasa curiga kepada Penggugat
yang berdandan rapi, dan ketika malam harinya Tergugat bilang kepada
Penggugat, “jangan-jangan kau menyimpan laki-laki lain di dalam rumah
saat aku tidur malam, dan karena aku tidur, maka aku tidak merasa ada
orang lain”;

2. Bahwa Penggugat menambah dan memperbaiki poin gugatan angka 9,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

“ Bahwa setelah berpisah rumah, Tergugat pernah 2 (dua) kali datang ke
rumah orang tua Penggugat untuk berdamai, akan tetapi Penggugat sudah
tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian
dalil-dalil gugatan Penggugat dengan berklausula, dan membantah sebagian
lainnya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan posita gugatan Penggugat
poin angka 1 sampai dengan angka 4;

2. Bahwa poin gugatan Penggugat angka 5 bemataraTergugat dan
Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
mengakibatkarhubunganTergugat dengan Penggugat menjadi tidak
harmonis lagi, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran itu tidak terjadi
sejak bulan Juni 2015, melainkan sejak bulan Juli 2015;

3. Bahwa poin gugatan Penggugat angka 6 tidak benar, sebab pertengkaran
Tergugat dengan Penggugat adalah karena masalah anak, bukan karena
Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat
hanya merasa curiga, sehingga tidak ada pertengkaran sebab tuduhan
perselingkuhan;
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4. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan posita gugatan Penggugat
poin angka 7 dan 8;

5. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan posita gugatan Penggugat
poin angka 9, sehingga Tergugat juga sudah tidak mau lagi berdamai
dengan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat tidak merasa keberatan jika Pengadilan Agama Ujung
Tanjung mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu
bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
menyampaikameplik secara lisan, yang pada pokoknyaPenggugattetap
dengan gugatanPenggugatdan membantahdalil-daliljawaban Tergugat,
kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat, selengkapnya
sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang
bersangkutan;

Menimbang,bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah
menyampaikarduplik secara lisan, yang intinya Tergugat tetap dengan
jawaban Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat,
selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara
Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilinya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
099/18/V/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 21
Mei 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim
telah mencocokkan fotokopi a quo dengan aslinya di persidangan, dan ternyata
cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat melalui juga
mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai
berikut:
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1. SAKSI | PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
sebagai berikut:
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Bahwa Saksi adalah Paman Penggugat;

Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Badi sebagai suami
Penggugat;

Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan di PENGHULU, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi waktu
pelaksanaannya;

Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatusgadis, sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan PENGHULU, dan setelah
itu pindah dan bertempattinggal bersama di rumah kontrakandi
Kepenghuluan PENGHULU, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal

di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan PENGHULU;

Bahwa selama masa perkawinanPenggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai,
akan tetapi pada bulan Januari 2016 orang tua Penggugat bercerita

kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

sejak pertengahan tahun 2015;

Bahwa Saksi tidak mengetahuisebab pertengkaranPenggugatdan
Tergugat;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat,
hanya mengetahuipertengkararPenggugatdan Tergugat dari cerita
Penggugat dan orang tua Penggugat kepada Saksi setelah Penggugat
dan Tergugat berpisah rumah;

Bahwa Tergugat adalah pihak yang pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dan hingga saat ini Tergugat
tinggaldi rumah orang tua Tergugat di KepenghuluanPENGHULU,
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sedangkanPenggugatbersamaanak Penggugatdan Tergugat tetap
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan PENGHULU;

- Bahwa menurut keterangan orang tua Penggugat kepada Saksi, sebelum
Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, pihak keluarga Penggugat dan
Tergugat sudah pernah 1 (satu) kali mengupayakan agar Penggugat dan
Tergugat hidup rukun dan damai, akan tetapitidak berhasil karena
Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. SAKSI Il PENGGUGAT, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Uwak Penggugat;

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Badi sebagai suami
Penggugat;

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan di PENGHULU, akan tetapi Saksi tidak ingat lagi waktu
pelaksanaannya;

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatusgadis, sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan PENGHULU, dan setelah
itu pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di
Kepenghuluan PENGHULU;

- Bahwa selama masa perkawinanPenggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai,
akan tetapisudah lebih dari 3 (tiga) bulanyang lalu, Saksi melihat
Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan tidak
membawa Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Saksi
tidak pernah melihat Tergugat datang menjemput Penggugat, dan hingga
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sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah
lagi, sudah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;

- Bahwa Saksi mengetahuisebab berpisah rumahnyaPenggugatdan
Tergugat;

3. Rusyadi bin Sahdan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Badi sebagai suami
Penggugat;

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan 6 (enam) tahun yang lalu di PENGHULU;

- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah Saksi di Kepenghuluan PENGHULU, dan setelah itu pindah dan
bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan
PENGHULU, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di
Kepenghuluan PENGHULU, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal
di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan PENGHULU;

- Bahwa selama masa perkawinanPenggugat dan Tergugat sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai,
akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat sering bercerita
kepada Saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena
Tergugat terlalu mencemburuPenggugat, dan Tergugat juga sering
melarang anak Penggugat dan Tergugat datang berkunjung ke rumah
Saksi;
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- Bahwa sejak bulan Juli 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak
tinggal serumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkanrumah
kediaman bersama dengan dijemput oleh adik Penggugat, sedangkan
Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan
PENGHULU;

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Saksi beserta
pihak keluarga Penggugatdan Tergugat sudah pernah 1 (satu) kali
mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai,
akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup
bersama Tergugat;

Menimbang,bahwa Penggugat menyatakantidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di
persidanganuntuk mendukungdan menguatkanjawaban dan dalil-dalil
bantahannya, karena Tergugat tidak datang menghadiri sidang pembuktian
tanggal 7 Maret 2016 meskipun telah diperintahkan hadir, dan tidak pula hadir
pada sidang pembuktian tanggal 14 Maret 2016, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui telah menyampaikan kesimpulan
secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan
membantah sebagian jawaban Tergugat, dengan memohon kepada Majelis
Hakim untuk segera memutus dan mengabulkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan terhadap
jawaban dan dalil-dalil bantahannya karena Tergugat tidak datang menghadiri
persidangan tanggal 14 Maret 2016 meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaandi persidangan,
selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan
uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang
tersebut;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan
kepada Penggugat dan kepada Tergugat, ternymtiawa panggilan telah
dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145
ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
dan Tergugat in person telah datang menghadap di persidangan, hal mana
telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun
1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim telah berupayasecara maksimal
mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina
rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian ketentuan
Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 1975 Tentang PelaksanaanUndang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat
dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur
mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, teldllaksanakan oleh Hakim Mediator
Bainar Ritonga, S.Ag., dan dalam laporan tertulis tanggal 29 Februari 2016
Hakim Mediator menjelaskanbahwa perundinganmelalui proses mediasi
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tersebuttelah gagal mencapaikesepakatanperdamaian,dan Penggugat
menyatakan tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat
menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan
talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara
Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah
tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang
duduk perkaranya, alasan-alasan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengarah
kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan penambahan dan
perbaikan surat gugatan secara lisan pada tanggal 29 Februari 2016 yang
pada pokoknya Penggugat merubah dan memperbaiki sebagian dalil gugatan
Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 127 Rv yang menegaskan bahwa
Penggugat berhak mengubahatau mengurangituntutannyasampai saat
perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya,
maka Majelis Hakim menilai perubahan dan perbaikan surat gugatan
Penggugat telah sesuai dengan peraturan dan asas hukum acara perdata yang
berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat a quo, Tergugat telah
menyampaikanjawaban yang pada pokoknya telah mengakui gugatan
Penggugat sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sejak bulan Juli 2015,
akan tetapi membantah tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat, selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam
bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban lisannya Tergugat telah

mengakuiantara Tergugat dan Penggugattelah terjadi perselisihandan
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pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah tentang sebab perselisihan dan
pertengkararyang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuanberkualifikasi
(gequalificeerde bekentenis) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak
mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana
ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk
menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah
perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai
dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga
untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkandalil-dalil gugatan cerainya,
Penggugat melalui telah mengajukan bukti tertulis (P) dan menghadirkan 3
(tiga) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang
duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahw&uktiP merupakan akta otentdan dinilaitelah
memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di
kantor pos untuk kepentingan pembuktian,dan Majelis Hakim telah
mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka
sesuai Pasal 301 R.Bg bukti a quo dapat dijadikansebagai alat bukti,
sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan
merupakan conditio sine qua non dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan
Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 20 Mei 2010 dan belum
pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi,
dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak
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yang berkepentingardalam perkara ini (persona standi in judicio) dan
sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa ketiga orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di
persidangan terdiri dari Paman Penggugat yang bernama SAKSI |
PENGGUGAT, Uwak Penggugat yang bernama SAKSI II PENGGUGAT, dan
ayah kandung Penggugat yang bernama Rusyadi bin Sahdan, ketiga Saksi
yang diajukanoleh Penggugattersebuttidak ada halanganhukum untuk
diangkat menjadi saksi, telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi,
dan masing-masingsecara seorang demi seorang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan
ketiga Saksi adalahsebagaikeluarga dan orang-oramdekat yang selalu
berkomunikasidengan Penggugat, selalu melihatkeadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, dan pernah mendengar cerita dan Penggugat dan
Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan
demikian sesuai Pasal 175 dan 306 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan
PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil ketiga Saksi a quo
telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang
telah memberikanketerangandari penglihatandan pengetahuanSaksi,
meskipun ketiga Saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat
bertengkarnamun Saksi SAKSI | PENGGUGAT dan Saksi Rusyadi bin
Sahdan menerangkan bahwa Penggugat sering bercerita dan mengadu kepada
Saksi-Saksi tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, kedua Saksi juga
menerangkanbahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah
didamaikan oleh Saksi Rusyadi bin Sahdan dan pihak keluarga, akan tetapi
Penggugat dan Tergugat tidak berdamai karena Penggugat sudah tidak mau
lagi hidup bersama dengan Tergugat, sehingga menurut keterangan Saksi
SAKSI | PENGGUGAT, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak
5 (lima) bulan yang lalu, dan menurut keterangan Saksi Rusyadi bin Sahdan,

Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2015,
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sedangkan Saksi SAKSI II PENGGUGAT menerangkan bahwa dirinya sama
sekali tidak mengetahui tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, juga
tidak mengetahui tentang upaya damai yang dilakukan oleh keluarga, akan
tetapi dirinya mengetahui tentang telah berpisah rumahnya Penggugat dan
Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, sebagaimana telah diuraikan pada
bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi SAKSI | PENGGUGAT dan Saksi
Rusyadi bin Sahdan mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
hanya dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada Saksi (testimonium de
auditu),akan tetapiakibatdari pertengkaran-pertengkar@anggugatdan
Tergugat tersebut, kedua Saksi a quo mengetahui tentang berpisah rumahnya
Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 atau sekurang-kurangnya sejak
5 (lima) bulan yang lalu, dan hingga sekarang tidak bersatu lagi, bahkan Saksi
Rusyadi bin Sahdan bersama keluarga sudah pernah mengupayakan
perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat
tidak berdamai lagi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk
perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi SAKSI Il PENGGUGAT sama
sekali tidak mengetahui tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi akibat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut, Saksi a quo mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan hingga sekarang tidak
bersatu lagi, sebagaimanatelah diuraikan pada bagian tentang duduk
perkaranya;

Menimbang, bahwa kesaksian ketiga orang Saksi sepanjang mengenai
telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2015 atau
sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, tidak saling bertentangan
satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, hal ini
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat

Majelis hakim dalam pertimbangarperkaraini, yang menyatakanbahwa
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keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu
akibat hukum (rechts gevolg) mempunyaikekuatan hukum sebagai dalil
pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000tanggal 10
November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam
pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat
secara langsung pertengkaranantara Pemohon dan Termohon, tetapi
mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami
istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran
terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan
ketiga orang Saksi a quo patut dinilai telah memenuhisyarat materil
sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga
kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk
menguatkan dan mendukung jawaban dan dalil-dalil bantahannya, dan tidak
pula membantah keterangan Saksi-Saksi Penggugat karena Tergugat tidak
menghadiri persidangan tanggal 7 Maret 2016 dan tanggal 14 Maret 2016
meskipun telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut,
sehingga Majelis Hakim menilai dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak
terbukti dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun
jawaban dan bantahan Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, maka
ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

o0 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada
tanggal 20 Mei 2010 di Kecamatan Rimba, Kabupaten Rokan Hilir;

o Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1
(satu) orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

o Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
damai, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 antara Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
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o Bahwa sejak bulan Juli 2015 atau sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) yang
lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan hingga
sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimanalayaknya
pasangan suami istri;

o Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami
dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana bunyi Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,bahwa berdasarkanfakta-faktatersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada
kondisi pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun
damai dalam rumah tangga;

Menimbang,bahwa indikasi pecahnyarumah tangga Penggugatdan
Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat
yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2015, bahkan sejak bulan Juli 2016
atau sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan
Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah berdamai lagi sebagaimana
layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka Majelis Hakim tidak
mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan
pertengkaran, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat
sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga
yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud
oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
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Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah
Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri,
akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan
kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan
mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya
penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal
menolak mafsadatlebih diprioritaskandari pada menarik kemaslahatan
sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

3¢ Yodlwo pdoo gl gl Mool J>
Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih
kemaslahatan (kebaikan);
Sebagaimana juga telah dijelaskan dalam Kitab Mada Hurriyah az-Zaujain fi al-
Thalag, halaman 83, yang telah diambil sebagai dasar pertimbangan dalam
pendapat Majelis Hakim, sebagaimana berikut:

b gz oY pal> sdpdsil, Woudle plbole Mol r cualo  Youls Y s slo (i
Visms wosb @i & s> YO Womio ) p2ile U (xSe glulmad Yabos
Mz Yogso. 5 03l Wl 49> MeoYs

Artinya:Islam telah memilihlembaga perceraianketika kehidupanrumah
tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi
nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa,
karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu
pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan
yang bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah
cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)
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Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulangugatan
Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain
sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana
yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan
kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan
yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-UndangRepublik
IndonesiaNomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara ex officio
memerintahkanPanitera Pengadilan Agama untuk mengirimkansalinan
putusan yang tekah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnyameliputi tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan jawaban
Tergugat di persidangan yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di
Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat
berdomisilidi Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir, yang
dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan
di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim
secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung
untuk mengirimkarsalinan putusan yang telah berkekuatanhukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba
Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil
syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkantalak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

3. MemerintahkanPanitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba
Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Hampar, Kabupaten Rokan Hilir,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
Demikianlahdiputuskandalam rapat permusyawarataiMajelis Hakim

Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 M

bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 H oleh kami Diana Evrina

Nasution, S.Ag., S.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Bainar

Ritonga, S.Ag. dan Helson Dwi Utama, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut

bersidang, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag. Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
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Hakim Anggota,

Helson Dwi Utama, S.Aqg.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 640.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 731.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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